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LATAR BELAKANG 
PENERBITANNYA

Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa 
dalam pelaksanaan ekspor diperlukan 
Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan 

Asal atau sering disebut SKA adalah dokumen 
pendukung ekspor untuk membuktikan barang 
ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal 
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). 

Pengaturan ketentuan asal barang Indonesia 
hingga tahun 2014 belum ada payung 
hukumnya. Pengaturan yang menjadi dasar 
pengaturan mengenai ketentuan asal barang 
Indonesia (Rules of Origin) selama ini hanya 
berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3564). Oleh karena itu sebagai 
langkah langkah harmonisasi pengaturan hukum 
di Indonesia pemerintah Indonesia merasa 
perlu untuk dapat menerbitkan Peraturan yang 
mengatur tentang ketentuan asal barang ekspor 
Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat dari 

peraturan per Undang-Undangan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang 
Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat 
Keterangan Asal;

4. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 13/M-DAG/
PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN 
MENTERI PERDAGANGANMENTERI PERDAGANGAN 
NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG 
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA 
(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)

Oleh : Lina Rachmatia 

11Jendela Informasi Hukum Edisi April 2015

Pada saat itu Kementerian Perdagangan bersama dengan 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, 
BPOM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian melakukan pembahasan secara 
intens, pembahasan tersebut juga melibatkan pemangku 
kepentingan dalam rangka menyerap aspirasi dari 
pemangku kepentingan mengenai hal-hal apa yang 
diatur dalam peraturan pengganti Keppres no 3 tahun 
1997. Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi 
dengan peraturan perundang-undangna yang ada, pada 
tanggal 6 Desember 2014 Presiden Republik Indonesia 
menetapkan peraturan pengganti Keputusan Presiden No 
3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol yakni Peraturan Presiden No 74 
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan 
MInuman Beralkohol. 

Pada saat Peraturan Pengganti Keputusan Presiden No 
3 Tahun 1997 dirancangan defi nisi Minuman Beralkohol 

yang diberikan oleh Keputusan Presiden tersebut 
dirasakan sudah tidak sesuai lagi sehingga pada Peraturan 
Presiden No 74 Tahun 2013 defi nisi minuman beralkohol 
dilakukan penyempurnaan menjadi ‘’Minuman Beralkohol 
adalah Minuman yang mengandung Etil Alkohol atau 
Ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil 
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”, 
tidak hanya menyempurnakan defi nisi dari Minuman 
Beralkohol Peraturan Presiden No 74 Tahun 2014 dalam 
upaya menyempurnakan pengaturan terhadap minuman 
beralkohol juga memberikan defi nisi terhadap apa yang 
dimaksud dengan Minuman Beralkohol tradisional, yakni 
“Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional 
dan turun temurun yang dikemas secara sederhana 
dan pembuatannya dilakukan sewaktu waktu, serta 
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara 
keagamaan. ”  

Golongan Minuman Beralkohol pada Peraturan Presiden 
No 74 Tahun 2013 mengalami sedikit perubahan 
dibandingkan dari Keppres No 3 Tahun 1997 dimana 
golongan A dimulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 
5 % (lima persen) sedangkan golongan B dan C tetap 
seperti pengaturan pada keppres 3 Tahun 1997 yakni 5% 
(lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), 

golongan C mulai dari 20% (dua puluh persen) sampai 
dengan 55% (lima puluh lima persen). Berbeda dengan 
Keputusan Presiden No 3 tahun 1997 yang hanya 
menetapkan golongan B dan golongan C sebagai barang 
dalam pengawasan,  Peraturan Presiden No 74 Tahun 
2013 mengatur minuman beralkohol golongan A, golongan 
B dan golongan C menjadi barang dalam pengawasan 
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Minuman Beralkohol berdasarkan kepada 
Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 
dilarang diperjual belikan selain di Hotel, Bar, 
Restoran dan ditempat tertentu lainnya yang 
ditetapkan bupati/walikotamadya, kepala 
daerah tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota DKI Jakarta,sekalipun 
kepala daerah berdasarkan peraturan ini 
diberikan kewenangan untuk menentukan 
tempat tertentu yang dapat menjual Minuman 
Beralkohol tempat tertentu yang ditetapkan 
tersebut tidak boleh berdekatan dengan 
tempat peribadatan suatu agama, sekolah, 
rumah sakit. Dalam Keputusan Presiden 
ini Minuman Beralkohol Golongan A dan 
Golongan B ditetapkan sebagai barang dalam 
pengawasan yang mana Produksi, Distribusi 
dan Penjualannya memiliki perlakukan 
khusus.

Pada tahun 2012 keputusan ini diajukan uji 
materiil terhadap Undang-Undang no 8 tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen  dan 
Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang 
Pangan kepada Mahkamah Agung oleh 
Front Pembela Islam. Pada bulan september 
2013 Mahkamah Agung memutuskan 
mengabulkan permohonan uji materiil Front 
Pembela Islam terhadap Keputusan Presiden 

No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol, sehingga Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak sah 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga presiden harus 
mencabut Keputusan Presiden ini.

Adapun pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung adalah sebagian 
dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 
penerbitan objek permohonan Hak Uji Materiil telah diubah dan 
dinyatakan tidak berlaku atau dicabut dengan peraturan perundang-
undangan yang baru sehingga karena peraturan perundang-undangan 
yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Presiden No 
3 Tahun 1997 telah diubah dan dinyatakan dicabut dengan peraturan 
perundang undangan yang baru, maka Keputusan Presiden No 3 
Tahun 1997 kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya. Dicabutnya 
Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 menyebabkan hilangnya dasar 
hukum pengaturan bagi kebijakan perdagangan minuman beralkohol 
yakni Peraturan Menteri Perdagangan No 43 Tahun 2009 Jo Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan, 
Peredaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol. Hilangnya dasar hukum bagi Permendag ini menyebabkan 
adanya kekosongan hukum terhadap komoditi Minuman Beralkohol, 
menanggapi hal ini Kementerian Perdagangan pada saat itu mengambil 
insiatif untuk merumuskan peraturan pengganti dari Keputusan 
Presiden No 3 Tahun 1997, perumusan peraturan pengganti dianggap 
perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap 
pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol sehingga 
dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesegaran, ketertiban 
dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalah 
gunaan Minuman Beralkohol.
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SUBSTANSI DAN PENGATURAN 
Sebelum kita beranjak pada pembahasan substansi 
Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang 
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin 
Of Indonesia), ada baiknya mengetahui istilah yang 
nantinya sering menjadi substansi pembahasan 
didalamnya. Semua defi nisi tersebut berada dalam 
Pasal 1 (satu), yaitu:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan administratif yang bersifat umum 
yang diterapkan untuk menentukan asal barang 
Indonesia.

2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia) Preferensi adalah ketentuan mengenai 
asal barang Indonesia yang digunakan untuk 
memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan 
tarif bea masuk di negara tujuan ekspor. 

3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) Non 
Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang 
Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas 
pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di 
negara tujuan ekspor.

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga 
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum, yang melakukan 
ekspor.

5. Barang adalah barang mentah, barang 
setengah jadi, atau barang jadi.

6. Barang asal Indonesia (Indonesia originating 
goods) adalah Barang yang berasal dari 
Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan 
Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia).

7. Surat Keterangan Asal (Certifi cate of 
Origin) yang selanjutnya disingkat SKA 
adalah dokumen yang membuktikan bahwa 
barang ekspor Indonesia telah memenuhi 
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 
Origin of Indonesia).

8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya 
disebut e-SKA adalah sistem pengajuan 
dan penerbitan SKA secara elektronik.
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9. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya 
disebut IPSKA adalah instansi/badan/
lembaga yang ditetapkan oleh Menteri 
dan diberi kewenangan untuk menerbitkan 
SKA.

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 
Origin of Indonesia) yang diatur dalam Pasal 2 
(dua) Peraturan Menteri ini meliputi Ketentuan 
Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia) Preferensi dan Ketentuan Asal 
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 
Non Preferensi.

ROO PREFERENSI
Dalam Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) ROO 
Preferensi hanya digunakan untuk memperoleh 
fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif 

bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau 
sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam 
perjanjian internasional yang telah disepakati atau 
berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau 
sekelompok negara tujuan ekspor. Sedangkan ROO Non 
Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi permintaan 
dari suatu negara, importir dan/atau eksportir terhadap 
barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh 
fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Berdasarkan Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 
sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) 
dan Pasal 7 (tujuh), ROO Preferensi didasarkan pada 
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia) yang diatur dalam perjanjian internasional 
yang telah disepakati dan Ketentuan Asal Barang 
Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang 
ditetapkan oleh negara pemberi preferensi. 

ROO NON PREFERENSI
Berdasarkan Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 (tiga) ayat 
2 (dua) menerangkan bahwa  ROO Non Preferensi 
hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari 
suatu negara, importir dan/atau eksportir terhadap 
barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh 
fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea 
masuk. Jadi secara garis besar bahwa ROO Non 
Preferensi itu didasarkan pada perjanjian internasional 
dan permintaan di negara tujuan ekspor sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 7 (tujuh) Permendag Nomor                                           
77/M-DAG/PER/10/2014.
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Keputusan ini dilatar belakangi pertimbangan bahwa dalam 
upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan 
masyarakat produksi, penjualan penyajian minuman beralkohol 
harus diawasi dan dikendalikan. Peraturan ini memiliki 10 pasal yang 
terdiri atas 6 bab yakni ketentuan umum, Produksi, Golongan dan 
Standar Mutu, Pengedaran dan Penjualan, Pajak, Bea Masuk dan 
Cukai Serta Ketentuan Penutup. Keputusan Presiden No 3 Tahun 
1997 mendefi nisikan Minuman Beralkohol sebagai “Minuman yang 
mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi , baik dengan cara memberikan perlakukan 
terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak 
maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan 
ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung 
ethanol” . 

Defi nisi yang diberikan Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 ini 
memiliki cakupan yang cukup luas dimana dapat dinterprestasikan 
menjadi dua pengertian pertama bahwa minuman beralkohol 
diproduksi melalui hasil proses bahan pertanian melalui fermentasi 
dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan memberikan 
perlakuan tertentu terlebih dahulu maupun tidak, memberikan 
perlakuan terlebih dahulu atau tidak atau menambahkan bahan 
lain atau tidak yang diproses dengan cara mencampur konsetrat 
dengan ethanol. Serta pengertian yang kedua adalah pengenceran 
minuman mengandung ethanol yang dapat dinterprestasikan bahwa 
yang kedua ini adalah proses pencampuran (mixing) minuman atau 
bahan pangan dengan minuman yang mengandung alkohol seperti 
pembuatan cocktail, mojito atau percampuran lainnya yang umum di 
Bar dan cafe. 

Dalam pengaturan terkait dengan produksi Keputusan Presiden No 3 
Tahun 1997 menetapkan bahwa produksi atau pembuatan Minuman 
beralkohol hanya dapat dilakukan apabila terdapat adanya izin 

dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
yang didasarkan kepada Ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang 
izin usaha industri. Pengaturan berkenaan 
dengan produksi ini adalah salah satu bentuk 
upaya pemerintah dalam rangka melakukan 
pengendalian terhadap minuman beralkohol, 
dengan kewajiban adanya izin usaha industri 
yang diterbitkan oleh menteri perindustrian 
dan perdagangan maka pembuatan minuman 
beralkohol di Indonesia menjadi tidak bebas 
sehingga akan memudahkan melakukan 
pengawasan terhadap produsen produsen 
yang memproduksi minuman beralkohol ini.

Selain melakukan pembatasan dari segi 
produksi dengan perlunya izin industri bagi 
produsen Minuman Beralkohol Pemerintah 
dalam upaya mempermudah pengawasan 
membagi Minuman Beralkohol menjadi 
beberapa golongan dan harus memenuhi 
standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah 
dalam hal ini Menteri Kesehatan. Minuman 
Beralkohol berdasarkan pada Keputusan 
Presiden No 3 Tahun 1997 dibagi berdasarkan 
3 golongan yakni:
• Minuman Beralkohol golongan A yakni 

Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 
mulai dari 1% (satu persen)  sampai dengan 
5 % (lima persen);

• Minuman Beralkohol golongan B yakni 
Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 
mulai dari 5% (lima persen) sampai dengan 
20% (dua puluh persen)

• Minuman Beralkohol golongan C yakni 
Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 
mulai dari 20% (dua puluh persen) sampai 
dengan 55% (lima puluh lima persen).
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Minuman Beralkohol merupakan 
Minuman yang mengandung etil 
alkohol atau etanol yang diproses 

dari bahan pertanian yang mengandung 
karbohidrat dengan cara fermentasi dan 
destilasi atau melalui fermentasi tanpa 
destilasi. Secara umum Minuman beralkohol 
dan konsumsinya bukan merupakan bagian 
dari tradisi maupun kebiasaan dari sebagian 
besar masyarakat indonesia, berdasarkan 
ajaran agama yang dianut oleh sebagian 
besar masyarakat Indonesia, meminum 
minuman yang memabukan memiliki hukum 
yang haram sehingga bagi umat islam dilarang 
minuman beralkohol. Dari pertimbangan 
kesehetan minuman beralkohol berpontensi 
merugikan kesehatan seperti gangguan 
mental organik, kerusakan saraf dan daya 
ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan 
jantung, gastrinitas dan paranoid. Dari sudut 
pandang sosial banyak orang yang mabuk 
dikarenakan meminum minuman beralkohol 
kehilangan kontrol atas dirinya sehingga 
berpontensi mengganggu ketertiban 
keamanan dan terkadang menjurus kepada 
tindakan pidana. Akan tetapi di sebagian 
daerah tertentu di Indonesia terdapat 
masyarakat dengan beberbagai macam 
budaya dan adat istiadat yang memandang 
meminum minuman beralkohol merupakan 
bagian dari adat istiadat. Minuman beralkohol 
dalam adat istiadat digunakan sebagai 
bagian dari upacara dan ritual dalam adat 
budaya, kebiasaan turun temurun atau 
bahkan menjadi minuman utama untuk 
menjaga kesehatan. Dalam sektor pariwisata 

Selayang Pandang Kebijakan 
Minuman Beralkohol 
Di Indonesia

‘’Perubahan ketentuan pengaturan Minuman Beralkohol dari Keputusan Presiden No 3 
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjadi Peraturan 
Presiden No 74 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”

Oleh : Doni Adria Novri 

Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditi mendukung 
sektor pariwisara terutama untuk wisatawan mancanegara. 

Perbedaan sikap dan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap 
minuman beralkohol membuat kedudukan komoditi ini menjadi 
memperoleh perlakuan yang sedikit berbeda dibandingkan komoditi 
lain, oleh sebab itu Pemerintah kemudian mengambil sikap untuk 
mengatur komoditi ini secara langsung. Penulis sebagai seorang 
yuris dan drafter peraturan perundang-undangan yang terlibat 
secara langsung pada pengaturan Komoditi minuman beralkohol dari 
tahun 2013 sampai dengan saat ini merasa perlu membuat suatu 
tulisan yang dapat memberikan informasi terkait dengan Kebijakan 
Perdagangan Minuman Beralkohol. 

Minuman Beralkohol pertama kali diatur secara khusus hampir 18 
tahun yang lalu yakni dalam Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, 
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KRITERIA ASAL BARANG
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin 
of Indonesia) Preferensi dan Ketentuan Asal 
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 
Non Preferensi harus memilki kriteria asal barang. 
Kriteria asal barang digunakan untuk mendeteksi 
atau mengetahui secara rinci dengan data-data 
dalam penelusuran asal barang, baik dalam ROO 
Preferensi maupun ROO Non Preferensi.

Dalam Permendag Nomor 77/M-DAG/
PER/10/2014, pengaturan tentang Kriteria ROO 
jelas diatur dalam Pasal 5 (lima) sampai dengan 
Pasal 13 (tiga belas). Adapun kriteria asal barang 
ROO Preferensi dan ROO Non Preferensi 
dimaksud terdiri dari kriteria sebagai berikut:

(1) kriteria asal barang (origin criteria),  terdiri dari  
kriteria asal barang (origin criteria) sebagai 
berikut (Pasal 7 (tujuh):

a. wholly obtained; (Pasal 6 dan Pasal 8)

b. kandungan nilai tambah; (Pasal 6 dan Pasal 9)

c. perubahan klasifi kasi tarif (change in tariff 
classifi cation); (Pasal 6 dan Pasal 10) dan

d. proses khusus (spesifi c process). (Pasal 6 dan 
Pasal 11)

(2) kriteria pengiriman (consignment criteria; 
(Pasal 6 dan Pasal 12) dan

(3) ketentuan mengenai proses penerbitan SKA 
(procedural provision), akan diatur lebih lanjut 
dalam peraturan tersendiri, pada saat penuilis 
membuat tulisan ini masih didasarkan pada 
Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010.

Barang yang memenuhi kriteria wholly obtained 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (delapan) 
hanya Barang yang seutuhnya diperoleh dari 
sumber yang ada di Indonesia atau Barang yang 
diproduksi di Indonesia dengan menggunakan 
bahan baku yang seutuhnya diperoleh dari sumber 
yang ada di Indonesia, seperti barang sebagaimana 
berikut:

a. Barang tambang dan substansi lain yang 
timbul secara alami yang diambil dari teritorial 
Indonesia;

b. Barang pertanian dan kehutanan yang dipanen 
atau dikumpulkan di Indonesia;

c. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 
Indonesia;

d. Barang-barang yang dihasilkan dari binatang 
hidup di Indonesia;

e. Barang yang didapat dari hasil berburu atau 
memancing/perikanan tangkap di teritorial 
Indonesia;
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Karena bersifat pedoman belaka, “UNCITRAL model 
law on electronic commerce” juga tidak mengharuskan 
bahwa apa yang diatur dalam model law harus dianut 
dalam hukum positif di suatu negara yang akan mengatur 
e-commerce, melainkan sekedar panduan belaka. Namun 
demikian, jika diamanati, hampir semua yang tercantum 
dalam “model law” sudah diatur dalam UU ITE. Hanya 
beberapa yang belum diatur, misalnya dokumen ekspor 
dan impor serta pengangkutan barang. Hal lain yang 
perlu diatur adalah apakah barang yang diperdagangkan 
melalui elektronik bebas dari pajak atau tetap dibebani 
pajak yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih peraturan, maka hal-hal apa saja yang 
belum diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya, 
itulah yang secara ideal akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah  tentang pelaksanaan perdagangan melalui 
sistem elektronik. 

Pengaturan E Commerce Di Forum WTO
Liberalisasi perdagangan di forum WTO berjalan sangat 
lambat, termasuk di dalamnya adalah pembahasan 
isu E-Commerce. Pentingnya E-Commerce untuk 

dibahas di WTO dimulai tahun 1998 dan selanjutnya 
hanya dicantumkan di para 34 Doha Development 
Agenda  agar “General Council” WTO melanjutkan 
program pengembangan e-commerce, mengklarifi kasi 
atas isu yang muncul dalam e-commerce dan tetap 
mempertahankan praktik yang sampai sekarang tetap 
berjalan yaitu tidak menerapkan bea masuk atas 
barang/jasa yang dikirim melalui elektronik. Isu dalam 
E-Commerce dibahas di 4 (empat) komisi yaitu Komisi 
Perdagangan Barang, Komisi Perdagangan Jasa, Komisi 
TRIPs dan Komisi Perdagangan dan Pembangunan. 
Adapun isu yang dibahas adalah klasifi kasi mengenai 
isi pengiriman (barang dan jasa) melalui elektronik; 
isu pembangunan; implikasi fi skal; kaitan e-commerce 
dengan sistem perdagangan tradisional; penerapan bea 
masuk atas pengiriman barang/jasa melalui elektronik; 
persaingan usaha dan jurisdiksi serta hukum yang 
berlaku. 

Pengaturan dalam Undang-
undang Perdagangan
Dalam Pasal 1 Undang-undang Perdagangan, 
E-Commerce diterminologikan sebagai “Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronika” yang diartikan sebagai 
perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui 

serangkaian perangkat dan pros edur elektronik. 
Selanjutnya dalam Pasal 65 diatur antara lain :

a. Kewajiban pelaku usaha yaitu  menyediakan data/
informasi secara lengkap dan benar dan mematuhi 
UU ITE

b. Data tersebut pada huruf a di atas adalah mencakup 
identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan 
teknis barang/jasa yang ditawarkan, harga dan cara 
pembayaran dan cara penyerahan barang

c. Penyelesaian sengketa.

d. Sanksi administratif berupa pencabutan ijin.

Kesimpulan
Mengingat UU ITE sudah cukup rinci mengatur hal-hal 
yang terkait dengan informasi termasuk transaksi melalui 
elektronik dan UU Perdagangan yang mengamanatkan 
terbitnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur 
perdagangan melalui sistem elektronika, maka perlu 
penyusunan ekstra hati-hati atas konsep peraturan 
pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
Unsur kehati-hatian sangat perlu karena tidak ada satupun 
di Indonesia yang menghendaki terjadinya tumpang 
tindih antara UU ITE dengan UU Perdagangan. UU ITE 
mengenal sanksi pidana sedangkan untuk perdagangan 
melalui sistem elektronika di UU Perdagangan hanya 
mengenal sanksi administratif, namun semuanya itu 
bisa diatasi jika peraturan pelaksana kedua undang-
undang tersebut bersifat melengkapi. Dalam penyusunan 
peraturan pemerintah melalui sistem elektronika tidak 
salah dan tidak akan menjadi beban terlalu berat jika 
perumus RPP tersebut memperhatikan UU ITE dan 
mempelajari “model law on E-Commerce” yang sudah 
dirumuskan dan diformulasikan oleh banyak ahli hukum 
dari berbagai negara.
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II. Khusus

a. Waktu pengiriman dan 
penerimaan informasi 
elektronik yang dibedakan jika 
menggunakan satu atau dua 
atau lebih sistem informasi

b. Kewajiban bagi pelaku 
usaha untuk menyediakan 
informasi yang lengkap dan 
benar berkaitan dengan 
syarat kontrak, produsen, 
dan produk yang ditawarkan.

c. Walaupun tidak wajib, 
setiap pelaku usaha 
yang menyelenggarakan 
Transaksi Elektronik dapat 
disertifi kasi oleh Lembaga 
Sertifi kasi Keandalan.

d. Tanda tangan elektronik memiliki 
kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah

e. Penyelenggaraan Transaksi 
Elektronik dapat dilakukan 
dalam lingkup publik atau privat  

f. Kontrak elektronik mengatur 
mengenai pilihan hukum yang 
berlaku tapi apabila dalam 
kontrak elektronik tidak diatur 
maka berlaku asas Hukum 
Perdata Internasional. Para 
pihak  juga berhak menetapkan 
forum pengadilan, arbitrase atau 
lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif dan jika tidak disepakati 
para pihak, maka berlaku asas 
Hukum Perdata Internasional

g. Waktu terjadinya kesepakatan 
dan diperbolehkannya para 
pihak  menggunakan kuasa

h. Nama domain, hak kekayaan 
i n t e l e k t u a l d a n 

perlindungan hak pribadi 
yang didasarkan pada prinsip 
pendaftar pertama dan 

wajib berdasar pada 

i k t i kad 
b a i k , 
t i d a k 
melanggar prinsip persaingan 
usaha secara sehat, dan tidak 
melanggar hak orang lain.

i. Tercatat ada 23 perbuatan yang 
dilarang berdasar UU ITE

j. Penyelesaian sengketa, sanksi 
pidana dan penyidik

Substansi E-Commerce 
Yang Disusun UNCITRAL
Sebagai salah satu badan yang 
bernaung dalam organisasi PBB, 
UNCITRAL sudah mempersiapkan 
konsep atau sistem perdagangan 
melalui elektronik yang diterbitkan 
pada tahun 1996 dan ditambah 
dengan penyempurnaan kecil pada 
tahun 1998 sehingga menjadi suatu 
“model” yang bisa diacu oleh negara 

manapun manakala 
negara tersebut 
ingin membuat 
Undang-undang 
yang mengatur 
“E-Commerce”.

Dalam UNCITRAL 
“Model Law on  
E - C o m m e r c e ” 
tersebut diatur 
hal-hal sebagai 
berikut :

Umum

a. Ruang lingkup yang 
“disarankan” dalam “model law” 
ini adalah “e-Commerce” yang 

terbatas pada “international data 
messages”.

b. Materi “model law” tidak 
bermaksud menganulir apa yang 

sudah diatur dalam Undang-
undang Perlindungan 

Konsumen

c. M e n g a t u r 
perdagangan barang 
dan jasa, termasuk 
di antaranya 

pengangkutan barang 
dan jasa

d. K e k u a t a n 
legal terhadap “data 
messages” yaitu 
bahwa informasi 

tidak bisa ditolak 
hanya karena alasan 

bahwa informasi tersebut masih 
dalam bentuk data elektronik 
dan sebaliknya, informasi tidak 
bisa ditolak hanya karena belum 
dalam bentuk data elektronik.

e. Jika informasi harus dalam 
bentuk tertulis, maka informasi 
yang ada dalam data elektronik 
memenuhi syarat tersebut 
apabila informasi dapat diakses 
atau digunakan untuk jangka 
waktu ke depan, artinya jika 
informasi yang ada dalam data 
elektronik hanya dapat diakses 
sesaat saja atau waktu tertentu 
saja, maka informasi yang 
tercantum dalam data elektronik 
tidak memenuhi persyaratan 
“tertulis”.

Khusus

a. Tanda tangan elektronik
b. Syarat keaslian bagi informasi 

yang ada dalam data elektronik
c. Penyimpanan informasi yang 

ada dalam data elektronik
d. Terbentuknya dan sahnya suatu 

kontrak melalui elektonik
e. Karakteristik informasi yang ada 

dalam data elektronik
f. Pengakuan telah diterimanya 

informasi atau penawaran dari 
salah satu pihak  

g. Waktu dan tempat terjadinya 
kata sepakat mengenai informasi 
dalam data elektronik

h. Pengangkutan barang

i. Dokumen pengangkutan barang

au dua 
si

aku 
an 
an 
an 
sen, 
kan.

wajib, 
ha 

an 
at 
ga 

memiliki 
akibat 

i k t i kad
b a i k ,

sudah diatu
undang

Konsu

c.
pe
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peng
dan ja

d.
leg
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ba

tida
hanya

bahwa inform
dalam bentuk
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h. Nama domain, hak kekayaan 
i n t e l e k t u a l d a n

dengan penyempurnaan
tahun 1998 sehingga me
“model” yang bisa diacu o

manapun
negara
ingin 
Undan
yang
“E-Com

Dalam 
“Model
E - C o
tersebu
hal-hal
berikut

Umum

a. Ruang lin
“disarankan” dalam “
ini adalah “e-Comm
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f. Barang-barang dari hasil 
memancing atau menangkap 
di laut dan barang-barang lain 
yang diambil dari laut oleh kapal 
berbendera Indonesia baik 
di dalam atau di luar teritorial 
Indonesia; 

g. Barang-barang yang langsung 
diolah di kapal berbendera 
Indonesia baik di dalam atau 
di luar teritorial Indonesia yang 
diproduksi menggunakan bahan 
baku sebagaimana dimaksud 
pada huruf f;

h. Barang-barang yang diambil 
dari dasar laut atau lapisan 
bawah tanah di bawah dasar 
laut di luar teritorial Indonesia, 
dengan ketentuan bahwa 
Indonesia memiliki hak untuk 
mengeksploitasi dasar laut atau 
lapisan bawah tanah tersebut; 

i. Sisa dan limbah yang dihasilkan 
dari operasional pabrikasi atau 
pengolahan atau dari konsumsi di 
Indonesia dan hanya cocok untuk 
dibuang atau untuk pemanfaatan 
kembali sebagai bahan baku; dan

j. Barang-barang yang diproduksi di Indonesia dengan 
menggunakan bahan baku dari barang sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sampai dengan huruf i yang seluruhnya berasal dari 
Indonesia.

Jadi Surat Keterangan Asal (SKA) dapat diterbitkan apabila kriteria 
asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (tigabelas) 
Permendag Nomor 7/PER/M-DAG/10/2014) dan syarat administrasi 
sesuai Permendag Nomor  59/M-DAG/PER/12/2010 dalam Pasal 4 
(empat) telah terpenuhi.
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